ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa dan perbuatan hukum yang pasti terjadi pada setiap diri
individu. Perkawinan akan merubah status, kedudukan dan akan menimbulkan akibat-akibat
hukum, seperti hukum keluarga dan harta benda perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini
ialah untuk mengetahui alasan pemohon dalam mengajukan pemisahan harta bersama tanpa
perjanjian perkawinan.Serta mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan
permohonan para pemohon.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana
diteliti dari permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
terkait.Kemudian untuk memperkuat teori dan dalil-dalil yang ada dilakukan dengan
wawancara pihak terkait mengenai permasalahan yang diteliti.Berdasarkan penelian yang di
lakuan alasan para pemohon mengajukan Permohonan ialah bahwa perkawinan mereka
merupakan perkawinan campuran, diatur dalam Pasal 57 UUP. Sehubung dengan hal tersebut
berkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.Berdasarkan Pasal 21 UU ayat (1) hanya warga Negara Indonesia dapat
memiliki hak milik. Maka untuk melindungi kepentingan para pemohon dilakukan
pemisahan harta agar tetap dapat memiliki hak milik atas Tanah. Hakim mengabulkan
permohonan karena permohonan yang di mohonkan adalah untuk kepentingan para pihak,
tidak bertentangan dengan hukum, agama maupun kesusilaan.
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